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ABSTRAK: LILI Arbitrase dan APS Nomtor 30 Talun
1999 adalah Undang-Unding Pokok yang mengafur
mengent tata cara pewyelesaian sengheta di duar
peradiion (non litigation). Oleh karena ifu, fulisan mi
mencoba menanarkan gagasan arbilrase ditii pt‘.".lyt‘lt'-
saian sengheta alternatif untuk penyelesaian sengketa
yang ferjodi dalam bidang ekononi yaitu ke vk
fakum publik, jedi bukan lnge raneh hukum perdata.
Karena ranal yang digunakan adalah lukem publik,
maka diperiukan Undang-Undang khusus, yang
berkaitan dengan sengheta ekonomi yang sedang
diltadam, selain penggunaan Undang-Undang
Preokeya, yarte (LILEF Arintrase dan APS). hika df daloom
bidang-Indang ekononn terjad sengketn maka paro pihak
yang hersermgkela ipajih menenpul peryelesaian ywing
diatur oleh Undang=-Undang khusus tersebut
(compulsory dispute resolution). D4 dalem Unidang
= Undang kinesus tersebul telah ditentukan bentuk
Lembaga atau Badan Negara yang bertugas untuk
mienyelesuikan sengheta di bidong ekonowi melalus
Arbitrase dan Alternabif Penyelesaian Senghetn, jadi
trdak lag: mielalul Badan Sengheta Arbitrase Nasional.
Lembaga dan atan Badan tersebul, antara lam adilih
Lembaga Penpanen Simpanan atan LPS berdasarkan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tenlang
Pendirtaa: LPS yang dibentuk berdesarknn Undang-
Undang Nemor 7 Tahun 1997 jo Undang-Undang
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Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yang
hertujuan untuk menyelesatkan sengketa di bidang
perrhanknmn.

Kata Kunei : Arbitrise, APS, Unda r:R-Ur.rdanH.

FPENDAHULUAN

Pranata arbitrase dan APS sebagai sarana menvelesaikan
sengketa hukum di luar proses pengadilan bukan suatu hal vang
baru dalam sistemn penyelesaian sengketa hukum di Indonesia,
namun yang terjadi di masa lalu di Indonesia, * Arbitrase dan
APS" kurang menarik perhatian sehingga kurang populer di
masyarakat kita, Berbeda denpgan sekarang, arbitrase dan APS
dipandang sebagai pranata hukum penting sebagai cara
menyelesaikan sengketa di lnar proses peradilan. Meningkatnva
peranan arbitrase dan APS bersamaan dengan meningkatnya
transaksi di bidang ekonomi baik nasional maupun interna-
sional. Tertebil lagi dengan telah diundangkannya Undang-
LUndang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternabif
Penyelesaian Sengketa (APS) vang termuat dalam Lembaran
Negara Kl Nomor 3872, maka semakin teraktualisasi-kan
urgensi Arbitrase, Mediasi, Negosiasi dan Konsolidasi sebagai
albermatif penyelesaian sengketa.

Secara umum arbitrase, medias atau cara-cara lain
penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan diquivalens:-
kan dengan pemeriksaan sengketa oleh orang-orang yang ahli
mengenal objek vang disengketakan dengan waktu penvele-
saian vang relatif cepat, biaya ringan dan pihak-pihak dapat
menyelesaikan sengketa tanpa publikasi vang dapat merugikan
reputasi dan lain sebagainya. Arbitrase, mediasi atau cara-cara
lain penyelesaian senpketa di luar proses pengadilan
mempunyvai maksud untuk menyelesaikan senghketa bukan
sekedar memutuskan perkara atau perselisihan,'

Privatna Abdurrnsyid, Arbifrese dan Alernarif Penyeleasian Sengbeta{lakana:
FT. Fikahary Aneska, 2002 ), i
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Sengketa dapat terjadi setiap saat karena akibat timbul-
nya keadaan yang sekilas tampak tidak berarti dan kecil
sehingga terabaikan. Dan biasanya muncul secara tiba-tiba dan
tidak disangka-sangka, atau dapat terjadi tanpa diperhi-
tungkan sebelumnya. Menurut Abdurrasyid, perselisihan atau
sengketa secara umum dapat berkenaan dengan hak-hak,
status, gaya hidup, reputasi alau aspek lain dalam kegiatan
ekonomi atau tingkah laku pribadi, diantaranya: *

1. Kenvataan yang mungkin timbul akibat kredibilitas para
pihak itu sendir, atau dari data yang diberikan oleh pihak
ketiga termasuk penjelasan-penjelasan tentang kenyataan-
kenyataan data tersebut yang tertuang dalam sebuah
kontrak bismis ;

2. Masalah hukum yang pada umumnyva akibat dari pendapal
atau tafsiran penyelesaian sengketa yang diberikan oleh
para ahli hukum vang terkait ;

3. Akibat perbedaan teknis termasuk perbedaan pendapal
dari para ahli ekhnik dan profesionalisme dari para pihak;

4. Perbedaan pemahaman tentang sesuatu hal yang muncul,
musalnya dalam penggunaan kata-kata yang membingung-
kan atau adanya perbedaan asumsi pada kontrak bisnis ;

3. Perbedaan presepsi mengenai keadilan, konsep keadilan
dan moralitas, budaya, nilai-nilai dan sika p-

Untuk kegiatan-kegiatan dalam bidang ekonomi yang
di dalamnya terdapat penyertaan modal Negara dan Negara
terancam bahaya, maka jika sengketa vang tegadi diselesaikan
diluar pengadilan {Out of Court Settlement (OCS)) maka
acuannya Hdak kepada hukum perdata tetapi mengacu kepada
hukum publik. Untuk memenuhi asas legalitas
(rechtsvaardigheid) diciptakan undang-undang seperti UL
PUPN, UU Perbankan, UL LPS dan ULl Pasar Modal. Secara
formal hal itu dapat dibenarkan sebagai sesuatu hal vang sah
tetapi secara materiil jika dilihat dari sistern hukum yang
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berlaku maka terjadi penerobosan sistern oleh hukum publik
terhadap hukum perdata.

Arbitrase adalah salah satu bentuk dari APS, Lembaga
Arbitrase disebutkan di dalam UU Arbitrase dan APS, karena
sudah mempunyai bentuk tertentu dan pasti vang dituangkan
secara khusus. Di samping Undang-Undang Pokok (UU
Arbitrase dan APS) terdapat sejumlah undang-undang vang
mengatur Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
(APS) untuk bidang-bidang ckonomi. Jika di dalam bidang-
bidang ekonomi itu terjadi sengketa maka para pihak vang
bersengketa wajib menempuh penyelesaian yang diatur oleh
Undang-Undang tersebut (compuisory dispute resolution),
Undang-Undang itu adalah sebagai berikut:

1. Arbitrase, mediasi dan lembaga penyelesaian perselisihan
industrial (UL tentang Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun
1957);

2. Arbitrase dan musyawariah untuk mencapai mufakat dian-
tara para pihak yang berselisih (UU tentang Perdagangan
Berjangka Komoditi Nomor 32 Tahun 1997);

3. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen [(UU tentang
Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999);

4. Penggunaan jasa pihak ketiga vang disepakati para pihak
yang dibentuk masyarakat jasa konstruksi atau Pemerintah
(UL tentang [asa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999);

5. Penggunaan jasa pihak ketiga yang dapat dibentuk oleh
masyarakat atau Pemerintah yaitu lembaga penvedia jasa
pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup (UL
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun
1997);

6. Arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa (UL tentang
Merek Nomor 15 Tahun 2001 );

7. Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk menyelesaikan
sengketa dalam prakiek monopoli dan persaingan usaha
Hdak schat (UL tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan LU'saha Tidak Sehat Momor 5 Tahian 1994),
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Dengan adanya Undang-Undang di atas, maka ruang
lingkup UU Arbitrase dan APS menjadi lebih sempit penggu-
naannya karena sengketa vang terjadi di dalam bidang-bidang
tersebut di atas wajib diselesaikan menurut ketentuan
Undang-Undang itu [Compulsory Dispute Resolution) atau
sudah masuk dalam ranah hukum publik. Mengapa penyele-
saian di bidanyg - bidang tersebut masuk dalam ranah hukum
publik? Hal ini karena, dengan berlakunya Undang - Undang
khusus tersebul, maka ada unsur memaksa dari pemerintah
agar segala sengketa vang terjadi dalam bdang - bidang
tersebut di atas diseleseikan terlebih dahulu melalui Badan
atau Lembaga baik yang dibentuk oleh pemerintah maupun
non-pemerintah. Sedangkan lembaga yang dibentuk khusus
oleh pemerintah untuk menyelesaikan sengketa di luar jalur
peradilan dan bersifat hukum publik, di bidang ekonomi
penyelesaian sengketa diselesaikan melalui lembaga-lembaga
khusus oleh pemerintah sebagai berikut :

1. Panitia Urusan Piutang Negara (FUPN) / Badan Urusan
Fiutang dan Lelang Negara (BLIPLN) ditemukan dalam LU
Nomor 49 Prp 1964

2. Lembaga Mediasi Perbankan (LMP) ditemukan dalam UU
Nomor 10 Tahun 1998 dan ULl No. 24 Tahun 2004 ;

3. Bapepam ditemukan dalam UU Nomor 8 Tahun 1985
tentang Pasar Modal.

Ketiga lembaga khusus ini, akan dibahas lebih lanjut dan
mendetail kernudian dianalisa. Badan atau Lembaga baik yang
dibentuk oleh pemerintah maupun non-pemerintah untuk
menyelesaikan sengketa di luar peradilan bertujoan melindung:
kepentingan publik dan yang menyangkut hajat orang banyak
harus didahulukan dan dilaksanakan dengan penyelesaian
sengketa vang efiktif, efisien dan biaya murah, Di sinilah
pemerintah berperan penting sebagai kontrol, pengawas dan
sekaligus sebagai pembuat kebijakan, untuk melindungi
seluruh kepentingan rakyat Indonesia.
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ARBITRASE

Tahun 1999, telah diundangkan Undang - Undang
Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyalesaian Sengketa (UL Arbitrase dan APS). UL Arbitrase
dan APS ini adalah pembaharuan dari pasal 615 sampai
dengan pasal 651 Reglemen Acara Perdata (Reglement op de
Rechtsvoredering. Stanthlad 1847 : 52) dan pasal 377 Reglemen
Indonesia yang diperbaharui (Het Herziene Indonesisch
Reglement, Stanthind 1941 : 44 dan pasal 705 Reglement acara
untuk daerah Luar Jawa dan Madura (Rechisreglement
Bujtenewesten Staatblad 1927: 2277

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sangketa
perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada
perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pthak
vang bersengketa (Ps.1 ayat (1) UL Arbitrase dan APS). Dalam
Ps. 5 ayat (1) UU Arbitrase dan APS ditentukan bahwa
sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya
sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak menurut
hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepe-
nuhnya cleh pihak yang bersengketa.

Para pithak adalah subyek hukum baik menurut hukum
perdata maupun publik. Perfanjian arbitrase adalah suatu
kesepakatan berupa klaosul arbitrase yang tercantum dalam
perjanjian tertulis vang dibuat para pihak sebelum hmbul
EETIEkEI'.E { Pactwm decompromittemie ) atau suatu peranjian
arbitrase tersendiri vang dibuat para pihak setelah timbul
sengketa (Acte compromise).’

Lembaga arbitrase adalah badan vang dipilih para pihak
vang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai
sengketa tertentu. Lembaga tersebut juga dapat memberikan
pendapat yang mengikat tentang suatu hubungan hukum
tertentu dalam hal belum timbul sengketa.

Ul mrbmim Dors . eor nf o Accamoydrsd Mook Py rdafan ] B Cilie Aty s Bakd,
2000, 101
* il F32
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Beberapa pertimbangan untuk membentuk lembaga
Arbitrase adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku penyelesaian sengketa ekonomi disamping
dapat dilakukan ke peradilan umum juga terbuka
kemungkinan penyelesaian sengketa ekonomi diajukan
melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,

2. Peraturan perundang-undangan yvang kini berlaku
untuk penvelesaian senghketa melalui arbitrase sudah
tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia usaha dan
hukum pada umumnya.

Undang-Undang ini mengatur penyelesaian sengketa
atau beda pendapat antar pihak dalam suatu hubungan
hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase
vang sevara tegas menyatakan bahwa semua sengheta atau
beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari
hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengah cara
arbitrase atau melalui alternabif penyelesaian sengheta,

Merupakan pertanyaan apakah lembaga arbitrase
berwenang memeriksa sengketa kepailitan Berdasarkan
keputusan Mahkamah Agung Rl putusan Nomor 21 PEK/N/
1999 menentukan bahwa perkara kepailitan tidak dapat
diajukan penyelesaiannya kepada arbitrase karena telah diatur
secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998
tentang Kepailitan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan
vang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini adalah
Pengadilan Niaga.®

Fada uvmumnya lembaga arbritase mempunyai
kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan umum.
Kelebihan tersebut adalah =

Remy Sjshdeind. Hodwn Kepaititae (Jakana: Pussks Utama Grafini, 20025,
151
" Libal penjetasan dabam ULN Arbitrase dan APS
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Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;

2. dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena

>

hal prosedural dan administratif;

Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut
keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman
dan latar belakang vang cukup mengenai masalah vang
disengketakan, jujur dan adil;

Para pihak dapat memilih hukum apa vang akan
diterapkan untuk penyelesaian masalahnya serta proses
dan tempat penyelenggaraan arbitrase,

Asas-asas darl penyelesaian sengketa bidang ekonomi

melalui arbitrase adalah sebagai berikut:’

1.
2,

b

O N e

7.
8.
8.

Penyelesalan sengketa di luar pengadilan;

Kebebasan berkontrak vang bertanggung jawab.
Bardasarkan a=as ini para pihak mengadakan kesepaka-
tan tertulis (dowsula arintrase);

Para pihak bebas menentukan hukum materiil, acara,
tempat, jadwal pemeriksaan sengketa;

Kekuatan mengikat perjanjian {Pacta Sueet Seroadal;
Ruang lingkup terletak dalam bidang perdagangan;
Keputusan bersifal final dan binding (tidak ada hak
banding dan kasasi);

Bersifat rahasia (confidensial);

Proses cepat;

Biaya murah;

10 Para plha'k, bebas menentukan arbiter, }aliual mdang
11. Putusan dapal dieksekusi; dan
12 Keputusan arbitrase berkekuatan mutlak.

Dengan perkembangan dunia usaha dan perkemba-

ngan lalu lintas di bidang perdagangan baik nasional maupun
internasional serta perkembangan hukum pada umumnya
maka peraturan yang terdapat dalam L Arbitraase dan APS,
harus disesuaikan dengan Undang-Undang vang berlaku

U Litst Pl 5 UL Arhigrase dam AFS
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khusus yang dipakai sebagai pedoman arbitrase dalam
menangani sengketa ekonomi disesuaikan pula dengan
pengaturan dagang vang bersifat internasional. Hal ini sudah
merupakan kebutuhan comditio sine qua nen yang perlu
diperhatikan oleh pemerintah Negara kita. Bertolak dari
kondisi ini, perubahan yang mendasar terhadap Undang-
Undang khusus, baik secara filosofis maupun substantif sudah
saalnya dilaksanakan.

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (AFS)

APS diatur di dalam Pasal 6§ UU Arbritase dan APS.
Alternatif penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyvele-
saian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang
clisepakali para pihak yakni penyelesaian di luar pengadilan
dengan cara konsultasi, negosiasi, konsiliagi, atau penilaian
ahli. Asas - Asas yang terdapat dalam APS adalah sebagai
berikut :

1. Kebebasan berkontrak (mufakat).

4. APS dilakukan oleh para pihak didasarkan atas
kesepakatan, Kesepakatan imi menunjuk pada asas kebe-
basan berkontrak dimana pihak-pihak akan menyvelesai-
kan sengketanya secara musyawarah (konsultasi,
negosiasi, konsiliasi atau penilaian ahli).

3. Itikad baik.

Asas ini berperan sebagai perekat bagi para pihak untuk
dapat membahas sengketa vang ada diantara mereka
menurut kepatutan, terbuka dan kedua pihak bertujuan
untuk tidak pergt ke penga-,iil.an.

Perjanjian mengikat { Pacls Sunt Servanda).

Putusan terakhir dan mengikat (fimal and binding).
Pendaftaran.

Kerahasiaan [confidensaal).

P
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Proses penyélesaian sengketa bidang ekonomi melala

APS ini terjadi dalam tahapan sebagai berikut:

L.

Tahap pertama: Pertemuan langsung (Ps. & ayat (2)).

Pertemuan langsung ini dilakukan para pihak dalam

waktu paling lama 14 {empat belas) hari dan hasilnya

dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.

Tahap kedua: Bantuan penasihat ahli atau mediator {Ps. 6

ayat (3)).

lika tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan

tertulis para pihak sengketa atau beda pendapat diselesai-

kan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli
maupun melalui seorang mediator.

Tahap ketiga: Penunjukan mediator melalui bantuan

lembaga-lembaga APS atas permintaan para pihak (Ps.6

avat (4)).

Jika kata sepakat tidak tercapai atau mediator tadi tidak

berhasil mempertemmukan kedua belah pihak, maka para

pihak dapat menghubungi sebuah lembaga alternatif
penyelesalan sengketa untuk menunjuk seorang Mediator,

Mediator adalah pihak ketga yang netral (berada ditengah-

tengah) vang memberikan bantuan kepada pihak-pihak

yang bersengketa untuk mendapat penyele-saian yang
memuaskan. Dengan persvaratan sebagai berikut :

1. Dalam waktu paling lama 7 {tujuh) hari usaha mediasi
harus sudah dapat dimulai.

2. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus
tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis vang
ditandatangani oleh semua pihak vang terkait.

3. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat
secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak.

4. Pendaftaran putusan itu wajib didaftarkan di
Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 {tiga
puluh) hari sejak penandatanganan.

5. Putusan sengketa wajib dilaksanakan dalam wakiu
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.
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I'V. Tahap keempat : Arbitrase
Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka
para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat
mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga
arbitrase dan arbitrase ad-hoc.

Ketentuan Pasal &6 UU Arbitrase dan APS ini thidak
mengatakan bahwa koneksitas antara tahap negosiasi dengan
lembaga APS dan lembaga Arbitrase harus tefadi secara
berurutan, vang secara imperatif harus dimulai dan negosiasi,
mediasi, vang diakhiri di Arbitrase. Dengan tidak adanya
ketentuan vang bersifat imperatif ini, maka para pihak vang
bersengketa atau beda pendapat mempunyai hak opsi untuk
memilih, untuk langsung minta penyelesaian ke Arbilrase atau
ke APS.

Tentang cara konsultasi negosiast dan konsilias dilaku-
kan dapat dilihat dari beberapa sudut pandanﬂ. )1 rna.q:,ramln:a'r
tradisional yvang mengenal lembaga perdamaian, seperti
runggun adat, kerapatan adat, maka proses penyelesaian
sengketa secara damai sudah terpola menurut adat kebiasaan.
Adalah merupakan pengetahuan umum, tentang tokoh-tokoh
yang berpengalaman dan mampu bertindak sebagai
negosiator atau konsiliator atau mediator yang dapat diminta
oleh pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan
persoalan mereka. Di dalam masyarakat vang terbuka, terlebih
lagi vang bersifat global maka lebih dikehendaki adanya
kepastian hukum Saehirlgga adanya Undang— Undﬂng yang
mengatur Atbitrase dan APS ini melegakan karena sudah ada
rambu-rambu yang dapat dipergunakan oleh hak bersengketa.
yang memberikan kepastian hukom.

PENYELESAIAN SENGKETA BIDANG EKONOMI
MELALUI LEMBAGA HUKUM PUBLIK

Mengenai model yang tepat untuk mengatasi sengketa
di bidang ekonomi ini ada pertanyaan yvang dikemukakan oleh
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Romli Atmasasmita sebagai berikut : “Bagaimanakah
bentuk kelembagaan penyelesaian di luar pengadilan yang
sejalan dengan asas-asas hukum umum baik dari sisi
perlindungan hak-hak dan kepentingan vang lebih luas terma-
suk subjek hukum atau negara atau sejalan dengan standar

mternasional 7™

Menurut Mariam Darussalam ¥, “Kita harus menjawab-
nya dengan mencari model yang mengacu kepada sistem
hukum nasional vang mengenal pembedaan (bukan
pemisahaan) hukum perdata dan hukum publik, Pembedaan
itu berakar milai (palie) yaitu hak perseorangan {pribadi) dan
hak masvarakat. Interaksi diantara kedua disiplin ini, bersifat
seimbang sesuai dengan filsafat negara kita, Didalam sistem
nasional, kita menganut asas keseimbangan (tepaselira) antara
kepentingan individu dan kepentingan umum. Oleh sebab 1tu,
maka di bidang ekonomi dan kevangan penyelesaian sengketa
diselesaikan melalui lembaga-lembaga khusus sebagai berikut:
1. Panitia Urusan Piutang Negara (Pupn) / Badan Urusan

Fiutang Dan Lelang Negara (BUPLN) Ditemukan Dalam
ULl Nomor 49 Frp 1960;
FUPN dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 49
Prp 1960 jo Keéppres Nomor 21 Tahun 1991, Dengan Keppres
itu, kedudukan PUPN diperkuat yaitu disamping
mengurus piutang negara juga diberi wewenang melelang
benda jaminan. Karena itu lembaga ini disebut dengan
PUPN/BPUPLN." Pertimbangan untuk memberi
wewenang tersebut kepada PUPN/ BPUPLN, berdasarkan
sejarahnya adalah antara lain sebagai berikut -
i. Bahwa untuk kepentingan keuangan MNegara, utang
kepada Negara atau badan-badan, baik yang langsung,

! Romll Atmasasmitn, Pergantar Sokeor Korsdatan Bisaks (Jakara: Prepoda
Seddin, 20073, 64
* Drmus, et ol, Komyeifes Sk B,

"5 Mamtayborbin o al, Poagmarsan Plotamg Negare Mocer pada PLIPNEBLIPLN
{Jaknrra: Pustnka Bangse Press. TN, T
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MAUPUT tidak Iangsung dikuwasai oleh MNegara,
perlusegera diurus;

ii. Bahwa peraturan-peraturan biasa idak memungkinkan
untuk memperoleh yang cepat dalam mengurus
plutang Negara;

1. Bahwa oleh karena "keadaan memaksa”, snal tersebaat
diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang:

iv. Bahwa "keadaan memaksa” itu dilatarbelakangi adanya
piutang negara yang macet yang berasal dari keuangan
Negara dalam masa pembangunan nasional,”

Tugas PUPN/BPUPLN lalah untuk mengurus piutang
Negara atau utang kepada Negara yang besarnya pasti
menurut hukum. Utang kepada Negara adalah jumlah nang
yang wajib dibayar kepada Nepgara atau badan-badan yang
baik secara langsung maupun yang lidak langsung dikuasai
oleh Negara berdasarkan suatu peraturan atau penjanjian
atau sebab apapun, Yang dimaksud dengan piutang negara
dan utang pada negara menurut Penjelasan Ps 8 UU Nomor
4% Prp 1950 adalah sebagai berikut:

i. Terutang kepada negara dan oleh karena itu harus
dibayar kepada pemerintah pusat ataupun pemerintah
daerah.

ii. Terutang kepada badan-badan yang umumnya
kekayaan dan modalnya sebagian atau seluruhnya milik
negara antara lain BUMN termasuk bank pemerintah
dan BUMD termasuk bank pemerintah daerah.

Instansi-instansi Pemerintah dan badan-badan
Negara wajib menyerahkan pengurusan piutang negara
kepada PUPN yang adanya dan besarnya telah pasti
menurut hukum akan tetapi debitur atau penanggung
utang tidak melunasi utangnya sebagaimana mestinya,
Pertimbangan untuk membentuk PUPN/BPUPLN ini
adalah keadaan memaksa dengan pengertian terjadinya
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kemacetan penagihan piutang”? Kemacetan pembayaran

utang kepada negara atau instansi dan Badan - badan

seluruhnya atau sebagian milik negara ini, berawal antara

lain dari perjanjian. D dalam perjanjian terdapat sejumlah

aszas,'* vaitu:

i. Kebebasan kehendak vang berta nggungjawab
{Kemtracteervrifheid);

. Asas keseimbangan;

i Asas konsensualisme;

V. Asas persamaan;

v. Asas kekuatan mengikat;

vi. Asas kepercayaan;

vilh. Asas kepastian hukum;

viii, Asas moral dan kepatutan.

Perjanjian yvang diikat antara para pthak terikat pada
asgs-asas tersebut diatas. Di dalam perkembangannya
terjadi pergeseran terhadap asas-asas itu. Adanya
kemacetan penagiban piutang oleh instansi pemerintah,
Badan Usaha Milik Negara, maka pemerintah berdasarkan
peraturan tertentu mengubah karakter perjanjian itu di
mana kedudukan kreditor yvang semula "sama”
{mebengeordnet) dengan debitor, dalam hubungan perdata,
dirubah menjadi hubungan publik. Kedudukan kreditor
tidak lagi sama, akan tetapi kreditor lebih tinggi dari debitor
(untergeordnet). Di dalam penyelesaian sengketa bidang
ekonomi dan keuansa:l kedudukan instansi Pemerintah,
Badan Usaha Milik Negara diidentikkan {disamakan)
dengan Pemerintah walaupun modal BUMN terpisah dar
Anggaran Biava dan Belanja Negara. Dalam posisi demikian
kesepakatan tidak lagi menjadi asas, akan tetapi yang
merjadi asas adalah kekuasaan. ™

" ibkd., 133

" b, BE

U b ariam Dharis. Pesiangices Enaalr Sl { Randeng: Almnd, 1900 151
" Wlantayborkin, o al., Pemgrerusar Frotans, 50
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[h dalam mekanisme penagihan piutang aleh FUPN/
BPUPLN, pemerintah mempergunakan kekuasaannya
membentuk “Kesepakatan Bersama®, yaitu dengan diberi
irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa”, Surat Paksa, hak parate eksekusi, yang semua-
nva itu bertentangan dengan sistem hukum perdata.”® Surat
paksa itu juga memual nama debitur / penanggung utang
kepada negara, alasan-alasan yang menjadi dasar penagi-
han serta perintah untuk membayar. Surat paksa mempu-
nyal kekuatan yang sama sepert grosse dari putusan hakim
dalam perkara perdata vang tidak dapat dimintakan
banding lagi pada hakim atasan. Dengan demikian surat
paksa tersebut mempunvai kekuatan eksekutorial. Adanva
surat paksa tersebut maka PUPN berwenang untuk
melakukan sita eksekutorial, melakukan p-e]n_t[angan {pﬂmte
eksekusi) dan berwenang untuk memerintahkan agar
terhadap penanggung/ penjamin hutang dicekat disandera
atau dilakukan paksa badan.

Apabila pengurusan piutang negara macet yang
dilaksanakan oleh FUFN/BFUPLN telah sampai pada
tingkat akhir vaitu penyitaan terhadap barang jaminan dan
diterbitkannya Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan
(SPPBS), namun debitur tetap tidak bisa menyelesaikan
utangnya maka sebagai alternatif terakhir adalah
melakukan penjualan atas barang jaminan utang milik
debitur / penanggung utang melalui lelang.

Dilihat dari sistem, seyogyanya penyelesaiannya
dilakukan melalui Arbitrase atau APSatau dengan litigasi.
Kegiatan yang semula bersifat keperdataan, pada akhirmya
nanti bersifat hukum publik yang mengandung unsur
paksaan, Di samping itu, kedudukan PUPN/BPUPLN ini
diberi sifat sebagai pengadilan semu. Lembaga ini
mempunyai dua karakter yaitu sebagai wakil dari kreditor
dan sekaligus pengadilan.

" Thid,, 47
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Menurut penulis, sevogvanya pemerintah wajib
mengawasi dengan sungguh - sungguh pejabat-pejabat
vang ditunjuknya baik di dalam instansi, Badan Usaha
Milik Megara vang bertindak di dalam bidang keperdataan
dengan memperhatikan asas good corpornte goternance.
Pemearintah ]:EIILL memberikan sanksi kepada pimpinan
instansi, Badan Usaha Milik Negara, yang di dalam kegiatan
yvang dilakukannya menimbulkan kerugian, supaya

© berhasil menagih piutangnya nantinya, Sehingga
pemerintah tidak perlu menerapkan hak publik.

2 Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Ditemukan Dalam UL
Nomor 10 Tahun 1998 Yang Diatur Dalam Undang-Undang
No, 24 Tahun 2004 Tentang LPS;

Menciptakan perbankan sehat harus dilakukan
pendekatan vang terdiri dari tiga pilar utama, yaitu penga-
wasan, imternal gevernance dan disiplin pasar. Pendekatan
ini harus dilakukan karena pengawasan tidak akan mampu
berpacu dengan kecepatan liberalisasi, globalisasi dan
kemajuan teknologi pada instrument kevangan. Dengan
demikian pengawasan harus dilengkapi dengan disiplin
internal dan eksternal dari perbankan. Dengan melibatkan
internal governance, pendekatan pengawasan memasukkan
pandangan bahwa perbankan sendiri merupakan tempat
terbaik untuk mengatur dan memelihara praktik
manajemen yang sehat. Pengikutsertaan disiplin pasar
mencerminkan fakta bahwa tanpa pasar yang kompetitif
dan punitive atas kegagalan bersaing di pasar maka tidak
cukup insentif bagi pemilik bank, pengurus dan nasabah
untuk melakukan keputusan keuangan vang tepat.'* Untuk
melaksanakan ketiga pendekatan di atas, maka harus
dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan perbankan.

" Charles Enoch and fohn H. {reen, Sawdinr hﬂhﬂdﬂfﬁﬁm‘ﬂﬂ' Poliey
[ Washisgpins [N Iastitete and PMonstary amd Exchampe A Taire Dopantasane,
IRF, 1547, 4-5
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Banyak negara sepakat bahwa salah satu pendekatan
yvang diperlukan untuk membangun sualu sistim
perbankan yang sehat dan kuat adalah dengan memberikan
jaminan vang eksplisit bagi nasabah penvimpan. Akan
tetapi sebelum pembentukan suatu lembaga penjamin yang
permanen, diperlukan langkah-langkah pembaruan sistem
perbankan sebagai prasvaral agar sistem lersebut dapat
berjalan efektif. Alasan dasar (rafionale) bagi pemerintah
untuk memfasilitasi pendirian Lembaga Penjamin
Simpanan {LPS) adalah kepercavaan (frust) pada industri
perbankan sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan
pada sistem perbankan yang diawasi secara baik dapat
meminimalkan terjadinya kebangkrutan bank, dan
kebangkrutan itu sendiri dapat diprediksi dan merupakan
kejadian vang dapat dicegah. Selain 1, kesetaraan sosial
juga merupakan pertimbangan. Perlindungan nasabah kecil
dari bankir yang tidak bertanggungjawab merupakan suata
pendekatan vang adil dan tepat. Ditambah dengan fungsi
bank sentral sebagai lender of last resort yang menyediakan
likuiditas apabila diperlukan, maka henk runs akan hilang
dan tnggal sejarah. Dalam kondisi seperti itu bank dapat
beroperasi secara konsisten dan dipercava untuk
menyediakan kredit dalam jumlah cukup untuk kesehatan
perekonomian.

Pasal 37 B Undang-Undang No. 10 Tahun 1993
tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992
tentang Perbankan mengamanatkan untuk mendirikan
Lembaga Perjamin Simpanan (LPS) di Indonesia, Amanat
tersebut timbul Eehﬂgﬂi iawal:r.]n atas ir,ﬂa.ig erat yang
dialarmi oleh industri pfﬂ'_'mn-j.an P.ada Peﬂﬂlg_ahan tahun
1997, Ketika ijin usaha bank dicabut dan dilikuidasi pada 1
November 1997, industri perbankan mengalami rush seba-
gai konsekuensi dari runtuhnyva kepercayaan masyarakat
tﬁ-"l'hﬁdﬂp pfrbﬂlﬂ'l;ﬂn nasional, dan tidak ada_n}'a peraturan
yang cukup untuk mengatur perlindungan dana nasabah
penyimpan pada saat bank dilikuidasi telah mengakibatkan
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hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap industri
perbankan.

Pendirian lembaga penjamin simpanan (LPS) pada
dasarnya dilakukan sebagai upaya memberikan perlindu-
ngan terhadap dua risiko yaitu irmational rue terhadap bank
dan systenric risk, Dalam menjalankan usaha bank biasanva
hanyva menyisakan sebagian kecil dari simpanan vang
diterimanya untuk berjaga-jaga apabila ada penarikan dana
oleh nasabah, Sementara, bagian terbesar dari simpanan
yang ada dialokasikan untuk pembenan kredit. Keadaan
ini menyebabkan perbankan tidak dapat memenuhi
permintaan dalam jumlah besar dengan segera atas
simpanan nasabah vang dikelolanya, bila terjadi penarikan
secara tiba-tiba dan dalam jumlah besar.

Keterbatasan dalam penvediaan dana cash ind adalah
karena bank tidak dapat menarik segera pinjaman yang
telah disalurkannya. Bila bank tidak dapat memenuhi
permintaan penarikan simpanan oleh nasabahnya, nasabah
biasanya menjadi panik dan akan menutup rekeningnya
pada bank yang dimaksud, sekalipun bank tersebut
sebenarnya sehat. Sedangkan risiko sistemik terjadi apabila
kebangkrutan satu bank berakibat buruk terhadap bank
lain, sechingga menghancurkan segmen terbesar dard sistem
perbankan.

Lembaga penjamin simpanan (LPS) dapat berfungs:
untuk mengatur keamanan dan kesehatan bank secara
umum, Di samping itu LPS juga dapat berfungsi sebagai
pengawas yang dilakukan dengan cara memantau neraca,
praktik pemberian pinjaman dan strategi investasi dengan
maksud untuk melihat tanda-tanda financial distress yang
mengarah kepada kebangkrutan bank."” Dleh sebab itulah

i Anna Kurmik Walkee, "Harmessing the Fros Market: Reinsurance Models fr

FDIC Deposit nsurance Pricing.” Harvard Seormal ol Law amd Predilie Podicn
[Summer 1993], TAT
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Banyak negara sepakal bahwa salah satu pendekatan
vang diperlukan untuk membangun suatu sistim
perbankan yang sehat dan kuat adalah dengan memberikan
jaminan yang eksplisit bagi nasabah penyimpan. Akan
tetapi sebelum pembentukan suatu lembaga penjamin vang,
permanen, diperlukan langkah-langkah pembaruan sistem
perbankan sebagai prasyarat agar sistem tersebut dapat
berjalan efektif. Alasan dasar (rationale) bagi pemerintah
untuk memfasilitasi pendirian Lembaga Penjamin
simpanan (LPS) adalah kepercayaan (trust) pada industni
perbankan sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan
pada sistem perbankan yvang diawasi secara baik dapat
meminimalkan terjadinya kebangkrutan bank, dan
kebang krutan itu sendiri dapat diprediksi dan merupakan
kejadian yang dapat dicegah. Selain itu, kesetaraan sosial
juga merupakan pertimbangan. Perlindungan nasabah kecil
dari bankir vang Hdak bertanggungjawab merupakan suatu
pendekatan yang adil dan tepat. Ditambah dengan fungsi
bank sentral sebagai lender of last resort yvang menvediakan
likuiditas apabila diperlukan, maka bank runs akan hilang
dan tinggal sejarah. Dalam kondisi seperti itu bank dapat
beroperasi secara konsisten dan dipercava untuk
menyediakan kredit dalam jumlah cukup untuk kesehatan
perekonomian,

Pasal 37 B Undang-Undang No. 10 Tahun 1998
tentang Perubahan Undang-Undang No, 7 Tahun 1992
tentang Ferbankan mengamanatkan untuk mendirikan
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Indonesia. Amanat
tersebut timbul sebagai jawaban atas krisis berat vang
dialami oleh industri perbankan pada pertengahan tahun
1997 Ketika ijin usaha bank dicabut dan dilikuidasi pada 1
November 1957, mdustri perbankan mengalami rush seba-
gai konsekuensi dari runtubnya kepercayaan masyarakat
terhadap perbankan nasional, dan tidak adanya peraturan
yang cukup untuk mengatur perlindungan dana nasabah
penvimpan pada saat bank dilikuidasi telah mengakibatkan
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hilangnya kepercayaan masyarakal terhadap industri
perbankan.

Pendirian lembaga penjamin simpanan (LPS) pada
dasarnya dilakukan sebagai upaya memberikan perlindu-
ngan terhadap dua nisiko yaitu irmifional rum terhadap bank
dan systemme risk. Dalam menjalankan usaha bank biasanva
hanya menyisakan sebagian kecil dari simpanan yang
diterimanya untuk berjaga-jaga apabila ada penarikan dana
oleh nasabah, Sementara, bagian terbesar dari simpanan
vang ada dialokasikan untuk pemberian kredit. Keadaan
ini menyebabkan perbankan tidak dapat memenuhi
permintaan dalam jumlah besar dengan segera atas
simpanan nasabah yang dikelolanya, bila tejadi penarikan
secara tiba-tiba dan dalam jumlah besar.

Keterbatasan dalam penyediaan dana cash ini adalah
karena bank hdak dapat menarik segera pinjaman yang
telah disalurkannya. Bila bank tidak dapat memenuhi
permintaan penarikan simpanan oleh nasabahnyva, nasabah
biasanya menjadi panik dan akan menutup rekeningnya
pada bank vang dimaksud, sekalipun bank tersebut
sebenarnya sehat, Sedangkan risiko sistemik terjadi apabila
kebangkrutan satu bank berakibat buruk terhadap bank
lain, sehingga menghancurkan segmen terbesar dari sistem
perbankan.

Lembaga penjamin simpanan (LPS) dapat berfungsi
untuk mengatur keamanan dan kesehatan bank secara
umum, Di samping itu LFS juga dapat berfungsi sebaga
pengawas vang dilakukan dengan cara memantau neraca,
prakiik pemberian pinjaman dan strategi investasi dengan
maksud untuk melihat tanda-tanda finencial distress vang
mengarah kepada kebangkrutan bank.”” Oleh sebab itulah

T Anme Kuzmik Walker, “}amessing the Free Market: Retnsurance Models {or

FOHC Deposit lnsurance Pricing,” Aanvand Seoenad of Law ard Piddic Polda
pSummer 199s), 137,
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keberadaan LPS sebagai bagian dari sistem perbankan
menjadi penting guna mencegah kepanikan nasabah
dengan jalan menyakinkan nasabah tentang keamanan
simpanan sekalipun kondisi keuangan bank memburuk.

Dimensi lain dari pentingnya peran LPS dalam sistemn

perbankan didasarkan pada beberapa pertimbangan: '*

a)

b)

Dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara,
peranan sektor finansial vang stabil sangat penting dan
inti kestabilan sektor finansial adalah stabilitas system
perbankan domestik. Peranan penting sektor
perbankan ite dapat dilihat dalam aspek sistem
pembayaran vang memungkinkan terjadinya transaksi
perdagangan. DM samping itu, bank melakukan
penghimpunan dana secara lebih efisien dan untuk
seterusnya disalurkan kepada masyarakat. Sebaliknya,
dana masyarakal vang disimpan di bank sangat
menentukan eksistensi dan keuntungan suatu bank.
Untuk mencegah terjadinya erosi kepercayaan
masyarakat terhadap bank yang dapat mengakibatkan
terjadinya rush vang sudah tentu dapat membahaya-
kan bank secara individual dan sistem perbankan
secara keseluruhan,

Dalam era globalisasi dengan kemajuan teknologi
informasi dan komputer telah mengakibatkan terjadi-
nya global market pada sektor kevangan. Dalam globn!
market dana bebas bergerak dari satu negara ke negara
lain, Kalau pemilik dana kurang percaya pada sistem
perbankan nasional, maka ia dapal menanamkan
dananya di luar negeri (capital flight) yang dapat
mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya
kekuatan yang produktif dari suatu negara

" M, Dahitan Sidalaksana. “The finpartance of A4 Beposil Protectios Selesme,
ASEAN Comfivence on Depaslt Profiction System (Desensber 19937, 11,
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Sistem perlindungan nasabah, banyak menghasilkan
manfaat, meski juga mengandung kelemahan, seperti
timbulnya kemunduran dalam disiplin pasar {moral Juzard).
Untuk itu, pengawasan dan pengaturan vang efekbif merupa-
kan elemen penting dari fimancial safefy net dalam mengen-
dalikan masalah moral hazard. Singkatl kata, LPS merupakan
sesuatu yang diperlukan tetapi idak cukup {necessary bul not
enought) dalam memecahkan perscalan-persoalan perbankan.
Pengawas bank harus berani bertindak tegas terhadap
pengurus bank yang mengelola banknya secara sembrono, Fit
and Proper fest terhadap pengurus dan eksekutif bank juga
harus dilakukan dengan ketat agar mencegah masuknya
individu yang tidak bermutu ke dalam industry perbankan.

Pengawasan dan pengaturan adalah instrumen penting,
untuk menekan bank dalam pengambilan risike bila hal in
tdak dijalankan sebagaimana mestinva akan dapat mengan-
cam stabilitas sistem keuvangan secara keseluruhan, Dengan
demikian, maka sistem perlindungan nasabah {deposit
protection system) seperti LPS yang dilengkapi dengan
pengaturan dan pengawasan effektif dapat mengurangi risiko
sistemik meskipun Hdak dapat menghilangkannya sama
gsokali, ¥ Pendirian LPS ::Iapat lebih berhasil apabila sistem
perbankan berjalan baik. Kehadiran LPS yang efekbf dapat
memberikan kontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan
suatu negara terlebih bila sistem yang ada merupakan bagian
dari suatu jaring pengaman keuangan yang disusun secara
baik.

Hubungan antara bank dengan nasabah adalah
hubungan kepercayaan. Hal ini lebih dipertegas lagi dalam
praktik perbankan modern yang melibatkan struktur yang
sangat kompleks dan seringkali menyebablan bank berperan

* Glean Hogganh and Farouk Soussa, “Crisis Masngement, Lender of Last Resart
amil tha Changing Mut wre ol ihs Bunbing Tndu vy ddalmen Bicheed A Firsalbagy
=l Finsacial Srability and Central Bark A Global Perspective, { Lisnidon:
Routledge, 2001), 168
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5‘“*-'1""“5&1 pemﬁehar keuangan Umaneind adoiser) bagi nasabahnya
sehingga menciptakan hubungan kepercayaan dan keraha-
staan (confidentiality) vang pada gilirannya menghasilkan
suatu fductary duly tethadap bank ke vang pada gilirannyva
menghasilkan suatu fiductary duty terhadap bank ketika
berurusan dengan nasabahnya.® Dengan hubungan yang
demikian itu, maka bank memiliki kewajiban untuk mengung-
kapkan (a0 duty fo disclose) seluruh fakta material kepada
nasabahnya, apabila bank memiliki pengetahuan yvang
mungkin sangat penting bagi nasabah.

Sebagairealizasi dari pelaksanaan LPSuntuk meningkat-
kan kepercayaan masyarakat terhadap bank, khususnya dalam
menyvelesaikan sengketa perbankan vang terjadi antara
kreditur (pihak bank) dengan debitur (nasabah bank), maka
didirikanlah Lembaga Mediasi Perbankan (LMTF). LMP adalah
lembaga yang didirikan oleh para pakar di bidang perbankan,
tapi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya LMFP harus
tetap independen, tidak tunduk pada kehendak mereka dan
independent dari interfensi para pendiri, LMP adalah lembaga
yang menjalankan peran mediasi untuk sengketa-sengketa
tertemtu dibidang perbankan, tapi LMT tidak tunduk pada BI,
dan bebas dari Interfensi Bl

Bentuk kelembagaan dari LMP adalah berbentuk
Yayasan. Dasar hukum pendiriannya adalah Undang-Undang
No. 16 Tahun 2001 tanggal 6 Agustus 2001 tentang Yayasan
sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 28 tahun
2004 tanggak & Oktober 2004. LMP dipergunakan dan
berfungsi sama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia
(BANI) sehingga tata cara pelaksanaan penyelesaian sengketa-
nya berdasarkan pada UU Arbitrase dan APS. Bagaimana
megiation berperan dalam penyelesaian sengketa® Hal ini dapat
dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu :

* Edward L. Symins, Jr, “The Bank-Customer Relation: Far 11 The Judicial
Dhecisions,” Banking Law fourmal (April 2002), 265,
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@ Voluntary Medintion
Dilakukan atas keinginan bersama para pihak baik atas
inisiabif suatu pihak dan disetujui pihak lain, AL PN
atas kehendak bersama. Ini menghasilkan "Perjanjian
Mediasi Agreement to Medite” ™
b, Mandatory Medintion

Atas dasar permintaan majelis hakim atau arbitrase
dalam proses peradilan/arbitrase, peraturan
perundang-undangan, atau atas kesepakatan bersama
dar awal. Dalam praktik peradilan perdata dan
arbitrase di Indonesia, hakim dan arbiter selalu
member kesempatan kepada pihak-pihak yang
bersengketa untuk menyelesaikan sengketa mereka
socara musyawarah, dan perkembangan sekarang
ditepaskan dilakukan melalui proses mediasi.® Khusus
untuk sengketa antara nasabah dan bank yang
mempunyal nilai tuntutan hingga paling tinggi Rp.
500.000.000,- (lihat Pasal 11 UU LPS tentang jumlah
penjaminan) diarahkan untuk diselesaikan melalui
LMP.

Dhisisi lain, dapat juga sejak semula para pihak sudah
setuju untuk menyelesaikan sengketa vang timbul diantara
mereka melalui mediasi. Kesepakatan ini dikenal dengan
* Mediatron Clanse”, Inilah mandatory medintion yang didasarkan
paca kesepakatan bersama oleh para pihak. Sebagai kesepa-
katan bersama, ketentuan tersebut akan berlaku sebagai
undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Pasal
1338 jo. Pasal 1320 KUH Perdata). (Meh karena 1tu, dalam
merumuskan Medimtion Clause perlu dipertimbangkan
sebagaimana jalan keluar harus diberikan dalam hal suatu
mediasi tidak membuahkan hasil sebagaimana diharapkan.

" Kusadwilandrijo, Medine den Arbitrase dalam Penelapannys | Bamdurg: Citra

Audirwn. 200N, 174 :
U pergiuran Mehkamal Ageng No. 2 Tahun 3003 tangzal 11 September I3

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
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Pemahaman “ You don’t give up rights when you agree o
mediate” harus dijadikan dasar dalam meraomuskan “Mediation

P LY

Clase”,
Sebagai suatu lembaga mediasi yang khusus di bidang
perbankan, maka LMF perlu menyiapkan peraturan-peraturan
vang tidak menyimpang dari peraturan pokoknya dan
peraturan kKhususnya di bidang perbankan antara lain:
1. Peraturan dan acara mediasi tersendiri.
2. Peraturan tentang tata cara penunjukan mediator dan
persyaratan untuk dapat ditunjuk sebagai mediator
- Peraturan tentang Benturan Kepentingan
Peraturan tentang biaya Mediasi
. Peraturan-peraturan khusus untuk mendorong agar
para pihak dalam proses mediasi telah melaksanakan
apa vang disepakati diantara mereka sendiri.

Tugas dan wewenang dar LMP adalah hanya mencakup
mediasi vang diatur di dalam Undang-Undang Fokoknya
vaitu UL Arbitrase dan APS juga dalam undang-undang
khusus di bidang perbankan vaitu UU No. 10 Tahun 1998
tentang Perbankan dan UU LPS. (Untuk perbandingan dapat
dilihat diantaranya Peraturan dan Acara BAPMI tentang
Mediasi). Sebagai suatu lembaga mediasi, LMPF harus
independen. Pengawasan terhadap jalannya proses mediasi
tidak dilakukan oleh Bank Indonesia, tapi oleh Dewan
kehormatan vang khusus ditunjuk untuk mengawasai,
mengevaluasi dan menetapkan ada tidaknya mediator yang
bertindak keliru/salah, menyalahgunakan atau melampaui
batas kewenangan. ,

o L

3. Bapepam Ditemukan Dalam UL Nomaor 8 Tahun 1985
temtang Pasar Modal.

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1995 (UU Pasar
Modal} memberikan tugas kepada Bapepam, antara lain untuk

T Kousdwi lendrijo, Meoes 225
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membina, mengatur dan mengawasi kegiatan sehari-hari
Fasar Modal yang bertujuan untuk mewujudkan terciptanya
kegiatan Pasar modal yang teratur wajar dan efisien serta
melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Untuk
melaksanakan tugasnya, kepada Bapepam diberi wewenang
untuk, antara lain, melakukan pemeriksaan terhadap setiap
Emiten atau Perusahaan Publik, mengumumbkan hasil
pemeriksaan, membekukan pencatatan suatu Efek, menghen-
tikan transaksi bursa atas Efek, melakukan tindakan vang
d_ipu_-rlukan untuk n'l.en-t:egah kemg‘ian maﬁ}ramkat sebagui
akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang Pasar Modal ™

Bapepam bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan,
Bapopam dapat mengadakan pemeriksaan terhadap setiap
pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran
terhadap UL Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya,
Disamping ltu Bapepam diberi juga wewenang untuk
melakukan penyidikan jika pelanggaran terhadap Undang-
Undang ini dan/ atou peraturan pelaksana-annyva mengakibat-
kan kerugian bagi kepentingan Pasar Modal atau masyarakat.

Bapepam mengenakan sanksi administratif atas
pelanggaran UL Pasar Modal ini dan/atau peraturan pelaksa-
naannya vang dilakukan oleh setiap pihak yang memperoleh
izin, persetujuan atan pendaftaran dari Bapepam. Sanksi
administratif itu dapat berupa

L peringatan tertulis;
denda;

|i1 p&mhatasan pembekuan dan pencabutan kegjatan
usaha;

iv. pembatalan persetujuan;

i. pembatatan pendaftaran.

Di dalam UU Pasar Modal, kepada Bapepam diberikan
wewenang sebagai pejabat dengan wewenang hukiaim publik,
yang mencakup bidang administratif dan pidana. Pejabat

8 | ihel Pasal & UL Pasar Modal
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Bapepam berwenang melakukan pemeriksaan dan
penyidikan menurut ketentuan hukum acara pidana. Disini
kita melihat ada pergeseran dari ruang lingkup vang semula
termasuk dalam disiplin hukum perdata dan didalam
perkembangan-nya ditambah dengan disiplin hukum
administratif dan hukum pidana.

PENUTUF

Eegiatan-kegiatan dalam bidang ekonomi di dalamnya
terdapat penyertaan modal Negara dan Negara lerancam
bahaya, maka jika sengketa yang terjadi diselesaikan di luar
pengadilan (Ot of Cowrt Setllement, OCS) maka acuannya bdak
kepada hukum perdata tetapi mengacu kepada hukum publik.
Untuk memenuhi asas legalitas (rechisvaardigheid) diciptakan
undang-undang sepertt UU PUPN, UL Perbankan, UL LPS
dan UL Pasar Modal yang berfungsi sebagai Undang-undang
khusus di bidang ekonomi dan keuangan. Secara formal dapat
dibenarkan sebagai sesuatu hal yang sah tetapi secara materiil
jika dilihat dari sistem hukum vang berlaku maka terjadi
penercbosan sistem oleh hukum publik terhadap hukum
perdata.

Alasan pembenar untuk asas legalitas didasarkan pada
situasi darural yang membahayakan kepentingan umum
Di];alanf_an Fln]:a: hukum bmbul pertanyaan ﬂpﬂkﬂh keadaan
ini merupakan pergeseran dari disiplin hukum dimana
disiplin hukum perdata didominasi oleh hukum publik.
Andaikata pandangan itu dapat diterima maka ada kecenderu-
ngan kekuasaan lebih tinggi derajatnya (kedaulatannya)
daripada hukum sehingga Negara cenderung menjadi nepgara
kekuasaan. Hal ini sebenarnya bertentangan dengan hak asasi
dan demokrasi dan juga bertentangan dengan UUD 1945 vang
menghendaki Negara Indonesia adalah Negara hukum
{rechtsstnat) Hdak Negara kekuasaan (machistoat), =

2 Romll Avmazasanina, Posganiar Hodun, &4
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Undang-Undang khusus vang mengatur penyelesaian
sengketa bidang ekonomi dan kewangan di luar pengadilan,
dengan mengpunakan dimensi hukum publik bertujuan ontuk
mengatasi keadaan darurat vang jika dibiarkan akan
berdampak kepada kepentingan umum. Oleh karena itu model
vang dipergunakan untuk menvelesaikan sengketa ini dapat
dibenarkan, akan tetapi tidak boleh bertentangan dengan hak
asasi manusia, demokrasi dan ULUD 1945, Jadi sifat dari
Arbitrase dan APS vang digunakan dalam penyelesaian
sengketa di bidang ekonomi dan keuangan yang ranahnya
hukum publik adalah tidak boleh bersifat permanen dan hanya
dapat diterima untuk sementara.
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